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ABSTRAK 

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat 

didunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang 

tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia 

tidak semua dapat dipenuhi secara sempurna, oleh sebab itu untuk menanggulangi atau 

mengurangi suatu kejahatan diperlukan suatu peraturan hukum tertulis yang disebut pidana. 

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah penggelapan. Hal ini menarik 

karena kasus tindak pidana yang saya kaji terdapat putusan yang berbeda antara kasus yang 

sama sehingga menimbulkan permasalahan bagi saya. Adapun permasalahan yang yang akan 

dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 

tindak pidana penggelapan ringan dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan tindak 

pidana penggelapan ringan No: 227/Pid.B/2014/PN.Dpk dalam perkara yang telah sesuai 

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan ringan dan 

apakah putusan No: 227/Pid.B/2014/PN.Dpk dalam perkara penggelapan sudah sesuai dengan 

peraturan yang ada. Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode penulisan 

normatif, dimana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat 

melalui studi keperpustakaan. Adapun sifat penulisan dari skripsi ini adalah bersifat 

dekskriptif. Maka penulis berkesimpulan bahwa hasil penelitian yang dilakukan ini adalah 

dalam perkara ini majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti melanggar dakwaan kedua 

yakni Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, majelis hakim mendapatkan keyakinannya 

dengan menekankan nilai-nilai hukum terhadap proses sidang yaitu terhadap alat-alat bukti dan 

fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Namun diketahuinya bahwa putusan Majelis Hakim 

belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Perma No.2 tahun 2012, adapun perbedaan 

tersebut terletak pada hukuman yang tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Perma No.2 tahun 

2012 adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan namun dalam putusan hakim 

memutuskan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 9 bulan, tanpa menjelaskan dalam 

pertimbangan hakim perihal hal-hal yang meringankan terdakwa dalam melakukan tindakan 

pidana dan hanya mempertimbangkan diri pelaku selama menjalankan proses persidangan dan 

diketahuinya bahwa hakim seharusnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara 

dengan acara pemeriksaan cepat. Dan diketahuinya dasar pertimbangan hakim dalam sanksi 

yang diberlakukan dalam kasus Putusan No: 227/Pid.B/2014/PN.Dpk. Pertimbangan hakim 

dalam penjatuhan pidana berdasarkan fakta-fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi, 

keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti. Terdakwa didakwakan dengan dakwaan 

alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan dakwaan kedua Pasal 

372 KUHP tentang Penggelapan. Saran dalam penelitian ini agar Dalam kehidupan sehari-hari 

perlunya peranan penuh masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya, Dalam 

memberikan putusan hakim harus lebih tegas dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada 

terdakwa, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan yang telah terbukti bersalah 

melakukan suatu tindak kejahatan. 

 

 

  




